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MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

 
AMANAT  

MENTERI DALAM NEGERI 
PADA PERINGATAN 

HARI OTONOMI DAERAH KE-XXI 
TANGGAL 25 APRIL 2017 

 
ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB, 
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA. 

 
YANG TERHORMAT  
- SAUDARA-SAUDARA SE-BANGSA DAN SE-TANAH 

AIR 

- PARA PESERTA UPACARA 

 
MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE 

HADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ALLAH SWT, 

KARENA ATAS BERKAT DAN RIDHO-NYA, KITA DAPAT 

MENGIKUTI UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI 

DAERAH KE-XXI PADA HARI INI DALAM KEADAAN 

SEHAT WAL’AFIAT. 
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PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH YANG 

KITA LAKSANAKAN SETIAP TAHUN MERUPAKAN 

MOMENTUM UNTUK MENGEVALUASI 

PERKEMBANGAN KINERJA PELAKSANAAN OTONOMI 

DAERAH PADA MASING-MASING DAERAH OTONOM. 

SETIAP PEMERINTAH DAERAH HARUS SENANTIASA 

BERUPAYA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA YANG 

TELAH DICAPAI, SERAYA MENGATASI BERBAGAI 

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI 

DAERAH. 

DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, 

PEMERINTAH DAERAH HARUS SENANTIASA FOKUS 

PADA UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT, MELALUI PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN PUBLIK, PENINGKATAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT, DAN PENINGKTAN DAYA SAING 

PEREKONOMIAN DAERAH. INILAH TUJUAN UTAMA 

OTONOMI DAERAH YANG HARUS MENJADI 

PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH PADA SETIAP 

PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. 
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SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN; 

TEMA HARI OTONOMI DAERAH KE-XXI TAHUN 

2017 ADALAH “DENGAN SEMANGAT OTONOMI 

DAERAH, KITA TINGKATKAN KINERJA PELAYANAN 

PUBLIK MELALUI E-GOVERMENT”. TEMA INI MEMILIKI 

EMPAT MAKNA POKOK. 

PERTAMA,PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 

HARUS MAMPU MENINGKATKAN KINERJA 

PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEPENTINGAN 

MASYARAKAT. 

KEDUA,UPAYA PENINGKATAN KINERJA 

PELAYANAN PUBLIK HARUS DIKELOLA BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAU 

ELECTRONIC-GOVERNMENT, AGAR MASYARAKAT 

DAPAT MEMPEROLEH INFORMASI SECARA MUDAH, 

CEPAT DAN TEPAT TENTANG PROSEDUR 

PELAYANAN PUBLIK YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH 

DAERAH. 

KETIGA,KETEPATAN PENYEDIAAN PELAYANAN 

PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC-GOVERNMENT, 
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MEMBUTUHKAN KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS YANG 

TINGGI DARI SETIAP APARATUR PEMERINTAH 

DAERAH; DAN 

KEEMPAT, UPAYA PENINGKATAN KINERJA 

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC-

GOVERNMENT, AKAN DAPAT MEWUJUDKAN TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK ATAU 

GOOD LOCAL GOVERNANCE DAN APARATUR 

PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH ATAU CLEAN 

LOCAL GOVERNMENT. 

 PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK, 

TELAH DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 

TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAPAT 

MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK. OLEH 

KARENA ITU, SEJALAN DENGAN KEMAJUAN 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, SAYA 

BERHARAP, SETIAP PEMERINTAH DAERAH 

SENANTIASA BERINISIATIF UNTUK MENGELOLA 
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PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELECTRONIC-

GOVERNMENT. 

 DALAM CATATAN KEMENTERIAN DALAM 

NEGERI, SUDAH CUKUP BANYAK PEMERINTAH 

DAERAH YANG MENGEMBANGKAN ELECTRONIC-

GOVERNMENT DALAM PENYEDIAAN PELAYANAN 

PUBLIK, BAIK PEMDA PROVINSI MAUPUN PEMDA 

KABUPATEN/KOTA. DALAM MENGELOLA OTONOMI 

DAERAH, CARA-CARA KONVERISONAL HARUS 

DITINGGALKAN. PEMERINTAH DAERAH HARUS 

MEMANFAATKAN PERKEMBANGAN ILMU 

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. 

 SAAT INI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEDANG MENGEMBANGKAN “PROGRAM SMART CITY 

ATAU KOTA PINTAR”, UNTUK MENDORONG SETIAP 

PEMERINTAH DAERAH AGAR MENGEMBANGKAN 

ELECTRONIC-GOVERNMENT DALAM PENYEDIAAN 

PELAYANAN PUBLIK. TERKAIT DENGAN PROGRAM 

SMART CITY INI, JUGA DIKEMBANGKAN “PROGRAM 
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CITY BRANDING ATAU PENCITRAAN KOTA” UNTUK 

MENDORONG SETIAP PEMDA KOTA TERTENTU 

SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH DAN 

KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG BERBASIS 

ELECTRONOIC-GOVERNMENT. 

 PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT MERUPAKAN 

BENTUK FASILITASI PEMERINTAH PUSAT UNTUK 

MENDORONG PEMERINTAH DAERAH DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK. KITA 

BERHARAP, KINERJA PELAYANAN PUBLIK OLEH 

PEMERINTAH DAERAH SENANTIASA MENINGKAT 

DARI WAKTU KE WAKTU, BAIK PELAYANAN PUBLIK 

UNTUK KEPENTINGAN WARGA NEGARA MAUPUN 

PELAYANAN PUBLIK UNTUK KEPENTINGAN DUNIA 

USAHA MELALUI PELAYANAN PERIZINAN DALAM 

RANGKA KEMUDAHAN BERUSAHA, PENINGKATAN 

INVESTASI, DAN PENINGKATAN DAYA SAING 

DAERAH. 

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN; 
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 SAAT INI TERDAPAT 542 DAERAH OTONOM, 

YANG TERDIRI DARI 34 PROVINSI, 415 KABUPATEN, 

DAN 93 KOTA. BERDASARKAN HASIL EVALUASI 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

(EKPPD) TAHUN 2016 TERHADAP LAPORAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

(LPPD) TAHUN 2015, ADA SEJUMLAH PEMERINTAH 

DAERAH DENGAN CAPAIAN KINERJA SANGAT TINGGI, 

NAMUN ADA PULA PEMERINTAH DAERAH DENGAN 

CAPAIAN KINERJA YANG SANGAT RENDAH. 

 OLEH KERENA ITU, SETIAP PEMERINTAH 

DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MENINGKATKAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAJ. MEMANFAATKAN SELURUH POTENSI 

SUMBER DAYA DAERAH DALAM RANGKA 

MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN 

DAERAH, DENGAN MELIBATKAN SEKURUH WARGA 

MASYARAKAT DAN KALANGAN DUNIA USAHA. 

 PEMERINTAH PUSAT MELALUI PROGRAM NAWA 

CITA KABINET KERJA, TELAH BERKETETAPAN UNTUK 
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“MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN 

MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM 

KERANGKA NEGARA KESATUAN”. DALAM HAL INI, 

PEMERINTAH PUSAT MELALUI BERBAGAI INTRUMEN 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM, SENANTIASA 

MENDORONG DAN MENDUKUNG UPAYA 

PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH.  

 SALAH SATU INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL 

YANG DITETAPKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM 

RANGKA MEBANGUN DAERAH DAN DESA ADALAH 

ALOKASI DANA TRANSFER DAN DANA DESA 

TERSEBUT DIKELOLA SECARA TRANSPARAN DAN 

AKUNTABEL DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN 

PEMERINTAHAN DESA. WUJUD UTAMA DARI 

PENINGKATAN KINERJA TERSEBUT ADALAH 

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT. 
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 DI SISI LAIN, PEMERINTAH, PUSAT SECARA 

INTENSIF MENGEMBANGKAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA 

MENINGKATKAN AKTIVITAS PEREKONOMIAN DI 

DAERAH, MEMBUKA ISOLASI PADA KAWASAN 

TERPENCIL DAN PULAU-PULAU TERLUAR, SERTA 

MEMUDAHKAN JARINGAN TRANSPORTASI ANTAR 

DAERAH. SAYA MENGETAHUI BAHWA MASING-

MASING PEMERINTAH DAERAH JUGA 

MEMPRIORITASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR UNTUK MEMUDAHKAN AKSES BAGI 

MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN AKTIVITAS 

PEREKONOMIAN DI DAERAH. 

 MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH, YANG DIPADUKAN DENGAN 

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM 

PEMBANGUNAN NASIONAL, KITA BERHARAP AKAN 

TERWUJUD PENINGKATAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM 

HAL INI, SAYA MENGHIMBAU SETIAP PEMERINTAH 
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DAERAH UNTUK MEMBERIKAN KEMUDAHAN 

BERUSAHA BAGI KALANGAN DUNIA USAHA, AGAR 

SELURUH INFRASTRUKTUR YANG TELAH DIBANGUN 

DAPAT MEMBERI MANFAAT EKONOMIS DALAM 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. 

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN; 

 BERKENAAN DENGAN PERINGATAN HARI 

OTONOMI DAERAH KE-XXI TAHUN 2017 INI, SAYA 

MENYAMPAIKAN LIMA ARAHAN POKOK BAGI 

SELURUH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BERIKUT : 

PERTAMA,DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, 

HARUS SENANTIASA TERJALIN HUBUNGAN YANG 

HARMONIS ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD 

SEBAGAI SESAMA UNSUR PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH, TERMASUK HUBUNGAN 

YANG HARMONIS DENGAN SELURUH UNSUR FORUM 

KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH. 

KEDUA,TINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN 
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PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH YANG BERSIH, MELALUI REFORMASI 

BIROKRASI, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS DAN 

INTEGRITAS SELURUH PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH, BAIK KEPALA DAERAH, DPRD, 

MAUPUN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

KETIGA,PRIORITASKAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT, YANG DIDUKUNG 

DENGAN PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER 

KEUANGAN DAERAH SECARA EFEKTIF, EFISIEN, 

TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. 

KEEMPAT, TINGKATKAN DAYA SAING 

PEREKONOMIAN DAERAH DITENGAH PERCATURAN 

EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL, TERMASUK ERA 

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, MELALUI 

PENGELOAAN POTENSI EKONOMI DAERAH YANG 

MELIBATKAN SELURUH LAPISAN MASYARAKAT DAN 

DUNIA USAHA. 
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KELIMA, TINGKATKAN KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK MELALUI PELAYANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI PUBLIK DILINGKUNGAN 

PEMERINTAHDAERAH SECARA EFEKTIF, EFISIEN, 

DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. 

 “SELAMAT HARI OTONOMI DAERAH, SEMOGA 

TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MELINDUNG 

DAN MEMBERKAHI NEGARA KESATUAN REPUBLIK 

INDONESIA”. 

 

SEKIAN DAN TERIMA KASIH 
WABILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH 
WASSALAMUALAIKUM Wr. Wb. 
 

    MENTERI DALAM NEGERI 

      dto 

         TJAHJO KUMOLO 

 

 


